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ABSTRACT

Background of legal writing was made because of the custom of the customary
community or indigenous people to open land for farming and gardening which
could cause land fires. To avoid this, it is necessary to carry out supervision by the
local government regarding licensing through policies set by the local government.
Based on the background of the problem, the formulation of the problem is How the
Implementation of Local Government Supervision of Land Burning Permits in
Tumbang Nusa Village, Jabiren Raya District, Pulang Pisau Regency? and whether
the Central Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2020 concerning Land
Fire Control has been implemented.The Tumbang Nusa Village Government has
made efforts to monitor land burning permits, namely by conducting socialization
and patrols

Keyword: Supervision, Licensing, the Central Kalimantan Provincial Regulation
Number 1 of 2020 concerning Land Fire Control
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28H. Sejalan
dengan hal tersebut, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan
berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia
dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta

makhluk hidup lain.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan
memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang melimpah itu
perlu dilindungi dan dikelola secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut,
darat dan udara berdasarkan wawasan nusantara. Hal ini dapat dilihat dalam
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selanjutnya Pasal 1 angka 2
UUPPLH juga mengartikan secara lebih jelas tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya



pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber daya alam
melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus
dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat,
sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 karena Indonesia merupakan negara agraris mayoritas mata
pencaharian masyarakat di pedesaan ialah dengan cara bertani maupun berladang.
Mata pencaharian bertani maupun berladang tersebut akan sangat erat kaitannya
dengan lahan, karena lahan yang digunakan petani maupun peladang tersebut pada
awalnya berasal dari hutan di sekitar pemukiman masyarakat. Tata cara alih fungsi
hutan menjadi lahan dilakukan dengan berbagai cara seperti menebang hutan dan

membakar hutan.

Membuka lahan dengan cara menebang pohon dan membakar hutan bukan
tentu memiliki konsekuensi hukum masing-masing. Orang/badan usaha yang
menebang pohon secara ilegal dapat terjerat kasus hukum pembalakan liar (illegal
loging) seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan. Begitu juga bagi orang/badan usaha dilarang
melakukan pembakaran hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2004 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun, dalam ketentuan Pasal
69 ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup terdapat aturan yang membolehkan membuka lahan dengan cara
membakar dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.
Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa kearifan lokal yang dimaksud adalah
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala
keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat

bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.t

Masyarakat adat telah melakukan praktek berladang ini sejak lama guna
memenuhi kebutuhan sehari-hari secara subsisten (swasembada). Pola berladang
tradisional yang sangat unik diterapkan oleh masyarakat adat yang memiliki fungsi
menjaga praktek gotong royong, pengetahuan lokal dan ritual adat yang sudah
dilakukan secara turun-temurun. Hal yang menyebabkan Masyarakat adat
membuka ladang dengan cara membakar, ialah biaya yang minim, pola membuka
lahan dengan cara membakar tersebut dapat meningkatkan unsur hara tanah yang
dapat berfungsi menyuburkan tanah. Pembakaran yang dilakukan tidak
sembarangan, karena semuanya dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang berlaku

di masyarakat. Lahan yang dibakar adalah lahan berladang milik masyarakat adat.?

L Ali Imran Nasution, Taupigqurrahman, 2020, “Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan
dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan”, Jurnal Esensi
Hukum, Vol 11/No-1/Juni/2020, Magister Hukum Unviersitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, him 2

2 Titi Pangestu, Membakar Lahan Dibolehkan Asal Memperhatikan Kearifan Lokal,
https://gaung.aman.or.id/2016/09/28/membakar-lahan-dibolehkan-asal-memperhatikan-kearifan-
lokal/, 13 Oktober, Pukul 15.17



https://gaung.aman.or.id/2016/09/28/membakar-lahan-dibolehkan-asal-memperhatikan-kearifan-lokal/
https://gaung.aman.or.id/2016/09/28/membakar-lahan-dibolehkan-asal-memperhatikan-kearifan-lokal/

Masyarakat yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Desa
Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi
Kalimantan Tengah merupakan salah satu contoh masyarakat yang masih
menggunakan cara membakar untuk berladang guna memenuhi kehidupan sehari-
hari dan hal tersebut merupakan kearifan lokal. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian
Kebakaran Lahan menyebutkan bahwa setiap orang dan/ atau perusahaan dilarang
melakukan kegiatan pembakaran lahan, akan tetapi ada pengecualian yaitu pada
Pasal 5 ayat (2) bahwa kegiatan pembakaran lahan dikecualikan untuk hal-hal yang
bersifat khusus yang berada di lahan bukan gambut, dan hal yang bersifat khusus
pada lahan bukan gambut tersebut ialah dapat dilakukan oleh petani/pekebun yang
berasal dari anggota masyarakat hukum adat. Jadi, masyarakat diperbolehkan

membuka lahan dengan cara membakar akan tetapi bukan di lahan gambut.

Kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk
ladang dan atau kebun dapat menimbulkan terjadinya kebakaran lahan. Hal tersebut
dikarenakan menimbulkan dampak nyata berupa asap/kabut. Akibatnya akan
berlanjut pada terganggunya transportasi, di antaranya kecelakaan lalu lintas yang
meningkat. Dari segi kesehatan asap akan menyebabkan penyakit Infeksi Saluran
Pernapasan Akut (ISPA)? disisi lain, pembakaran lahan juga dilakukan oleh

masyarakat

3 Aditiea Loren, dkk., 2015, “Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta

Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Masyarakat Di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas
Kalimantan Tengah”, Enviro Scienteae, Vol-XI/N0-1-9/2015, Universitas Lambung Mangkurat,
him. 1



sebagai suatu upaya membuka lahan baru yang dianggap sebagai suatu
kebiasaan yang hidup sebagai nilai-nilai dalam masyarakat dan kemudian disebut
sebagai kearifan lokal,* untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukan upaya
pengawasan oleh pemerintah setempat yang berkaitan dengan perizinan melalui
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian di
atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul
Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan

Di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya
adalah bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap
Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya

Kabupaten Pulang Pisau?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan
Membakat Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten

Pulang Pisau.

D. Manfaat Penelitian

4 Ni Wayan Ella Apryani, 2018, “Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi
tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol-VII/No-
3/September/2018, Magister IImu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, him.362



Manfaat peneltian ini dibagi menjadi dua manfaat :
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di dalam
masyarakat khususnya perkembangan di bidang Lingkungan Hidup
mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap
Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan

Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para

pihak yang berkaitan, yaitu:
a. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan
menambah wawasan mengenai pelaksanaan pengawasan
pemerintan  daerah terhadap Pelaksanaan Pengawasan
Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan di
Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten

Pulang Pisau.
b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan

menambah wawasan mengenai peran masyarakat mengenai



Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap
Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan
Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimatan

Tengah.
c. Penulis

Penelitian ini untuk menyusun skripsi/penulisan hukum dalam
rangka memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana pada

Program Studi IImu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah
Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa
Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau merupakan hasil karya asli
dari penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan
bukan merupakan plagiasi. Sebagai perbandingan antara hasil penelitian yang

disusun dengan penelitian-penelitian yang disusun lebih dahulu:

1. Ferry Irawan (092700763)
a. Perguruan Tinggi:
Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
b.Judul Skripsi:
Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pencegahan Dan

Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Atau LahanMenurut



Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2006 Tentang
Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Atau
Lahan.

. Rumusan Masalah :

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengawasan dan
pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan dan atau lahan menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor
04 Tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan dan atau lahan? dan apa faktor kendala dalam pengawasan dan
pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan dan atau lahan?

. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengawasan dan
pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan danatau lahan menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor
04 Tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan dan atau lahan dan untuk mengetahui faktor kendala dalam
pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan.

. Hasil Penelitian :

Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukan bahwa pengawasan
danpengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan

kebakaran hutan dan atau lahan di Kota Dumai belum berjalan



maksimal artinya Peraturan daerah ini belum berjalan sesuai yang
diharapkan karena masih banyak dan marak terjadinya pembakaran
hutan dan lahan yang terjadi di Kota Dumai. Faktor kendala dalam
pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan salah satu
kendalanya adalah kurangnya peralatan atau instalasi terhadap
pengawasan dan penanggulangankebakaran hutan dan atau lahan di
instansi yang berwenang.
f. Perbedaan dengan skripsi ini :

Skripsi pertama lebih fokus kepada pengawasan dan pengendalian
terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau
lahan menurut peraturan daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2006
tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan
Atau Lahan sedangkan skripsi ini berfokus kepada Pelaksanaan
Pengawasan Pemerintan Daerah Terhadap Perizinan Membakar
Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten

Pulang Pisau.

2. Kauzar Tariq K (B111 10 313)
a. Perguruan Tinggi :
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

b. Judul Skripsi :
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Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang
Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun
1999

Rumusan Masalah :

Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Implementasi
pengawasan kawasan hutan Laposo Niniconang menurut Undang
Undang no.4l1 tahun 1999? dan Faktor-faktor apa yang
mempengaruhi penerapan Undang Undang no.41 tahun 1999

kawasan hutan Laposo Niniconang?

d. Tujuan Penelitian :

e.

Tujuan penelitiannya adalah mengetahui Efektivitas pengawasan
kawasan hutan Laposo Niniconang Berdasarkan Undang Undang
no.41 Tahun 1999, serta untuk mengetahui Faktor-Faktor yang
mempengaruhi pengawasan terhadap kawasan hutan Laposo
Niniconang berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 1999.
Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengawasan terhadap kawasan
hutan Laposo Niniconang tidak hanya berpijak pada ketentuan UU
No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Isi aturan tersebut belum
maksimal dalam pengawasan kawasan hutan perlunya peraturan-
peraturan tambahan seperti Undang Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam

penerapannya tidak lepas dari masyarakat itu sendiri, perlunya
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kesadaran tentang kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama
antara pemerintah dan masyarakat penegakan perundang undangan
bisa terwujud apabila pemerintah dan masyrakan bekerja sama
mengawasi dalam upaya melindungi kawasan hutan. (2) Dengan
kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, masyarakat akan
senantiasa menjaga kelestarian hutan. Disisi lain pemerintah harus
menguatkan sistem dan perangkat pengawasan lingkungan yang
efisien dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku,
pengawasan kehutanan tidak hanya terbatas pada perbuatan-
perbuatan yang dilakukan di lapangan dan atau di wilayah ekploitasi
kehutanan juga pengawasan terhadap pemberian izin usaha dan/atau
kegiatan badan usaha atau perorangan pada Kawasan hutan Laposo
Niniconang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
.Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan oleh
Pemerintah Daerah dan Instansi terkait Masyarakat, bersama-sama
melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan sebagai upaya
melindungi kelestariannya.

. Perbedaan dengan skripsi ini :

Skripsi kedua lebih fokus kepada pengawasan dan pengendalian
terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau
lahan menurut peraturan daerah efektivitas pengawasan kawasan
hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang

Undang No.41 tahun 1999 sedangkan skripsi ini berfokus kepada
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Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan
Membakar Hutan Di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya

Kabupaten Pulang Pisau.

3. Andri Irdaus (1410112070)

a.

Perguruan Tinggi :

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Judul Skripsi :

Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan
Oleh Masyarakat Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan
Di Kabupaten Dharmasraya

Rumusan Masalah :

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana proses pembukaan lahan
perkebunan oleh masyarakat di masyarakat di Kabupaten
Dharmasraya? dan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap
pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat dalam pencegahan

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Dharmasraya?

. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui proses pembukaan
lahan perkebunan oleh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya,
untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pembukaan
lahan perkebunan oleh masyarakat dalam pencegahan kebakaran
hutan dan lahan di Kabupaten Dharmasraya serta untuk mengetahui

peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pembukaan
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lahan perkebunan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di
Kabupaten Dharmasraya
e. Hasil penelitian :
Hasil penelitian dilapangan masih ada masyarakat menyalahi aturan
yang berlaku, hal ini dikarenakan aturan yang kurang tegas serta
elemen-elemen pendukung dalam pengawasan yang Kkurang.
Sehingga efektifitas pengawasan itu kurang, maka dari itu perlunya
ditingkatkan kembali segala bentuk kekurangan yang ada tersebut.
f. Perbedaan dengan skripsi ini :
Skripsi ketiga lebih fokus kepada pengawasan pemerintah terhadap
pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat untuk pencegahan
kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Dharmasraya sedangkan
skripsi-ini berfokus kepada Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah
Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan Di Desa Tumbang

Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulisan hukum ini
merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi dari penulis lain, karena
penulisan berfokus kepada Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap
Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya

Kabupaten Pulang Pisau.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan
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Pelaksanaan ialah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan,
keputusan, dan sebagainya).®

2. Pengawasan
Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan®

3. Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 Angka 3 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah )

4. Perizinan
Perizinan adalah hal pemberian izin. ’

5. Membakar
Membakar berarti menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api.2

6. Lahan
Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk
usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat (Pasal 1
angka 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan

Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan)

5 https://kbbi.web.id/pelaksanaan, diakses 11 September 2020, pukul 11.27
& https://kbbi.web.id/pengawasan, diakses 21 Januari 2021, pukul 12.14

7 https://kbbi.web.id/izin, diakses 11 September 2020, pukul 11.31

8 https://kbbi.web.id/bakar, diakses 13 Oktober, pukul 16.52
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H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris.
Penelitian Hukum Empiris adalah jenis penelitian hukum yang
menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik
perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang
dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan
untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik
maupun arsip.’
2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data
Primer dan Data Sekunder.
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperolen secara langsung dari
responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama)
b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.
1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28
H perihal Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

® Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,
Pustaka Pelajar, him.280
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d)
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hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69
ayat (1) huruf h mengenai pelarangan pembukaan lahan
dengan cara membakar dan Pasal 69 ayat (2) yang
menyebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran
Daan/Atau Rusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan
Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Pasal Pasal 4
ayat (1) Bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan
pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua)
hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas
lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
Pasal 5 ayat (1) yang membahas mengenai larangan
pembakaran lahan dan Pasl 5 ayat (2) tentang pengecualian
hal-hal yang bersifat khusus untuk petani/pekebun yang

berada pada lahan bukan gambut.
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2) Bahan hukum sekunder berupa :
a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet,
hasil penelitian
b) Data Statistik dari Lembaga (Kantor Desa Tumbang Nusa
¢) Kamus
d) Narasumber
3. Cara Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data dilakukan dengan membedakan berdasar
data yang diperlukan.
a. Data primer dilakukan pengumpulan data dengan cara:

1) Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh
data mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah
Terhadap Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa,
Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini yang
menjadi narasumber adalah:

a) Kepala Desa Tumbang Nusa
b) Kepala Urusan Perencanaan Desa Tumbang Nusa
Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah
disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan
peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah
pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber,
tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

2) Kuisioner



18

Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang
memungkinkan peneliti mempelajari sikap-sikap, keyakinan,
perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi
yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem
yang sudah ada.’® Kuisioner dibuat berdasarkan pertanyaan yang
telah disusun oleh peneliti.

b. Data sekunder
Dengan cara membaca da mempelajari data primer dan data sekunder.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tumbang Nusa Jalan Trans
Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Responden dan Narasumber
a. Responden:
Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas
pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal
ini penentuan sampel yang dijadikan responden penelitian dengan
menggunakan teknik Simple Random Sampling. Menurut Sugiyono teknik

Simple Random Sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari

OAdvan Rojabi, 2019, Kuesioner (Research Methodology),
https://medium.com/@afdanrojabi/kuesionerresearchmethodology547df061b0e5#:~:text=Kuesion
er%20adalah%20suatu%20teknik%20pengumpulan,oleh%20sistem%20yang%20sudah%20ada,
diakses pada 23 September, Pukul 16.07



https://medium.com/@afdanrojabi/kuesionerresearchmethodology547df061b0e5#:~:text=Kuesioner%20adalah%20suatu%20teknik%20pengumpulan,oleh%20sistem%20yang%20sudah%20ada
https://medium.com/@afdanrojabi/kuesionerresearchmethodology547df061b0e5#:~:text=Kuesioner%20adalah%20suatu%20teknik%20pengumpulan,oleh%20sistem%20yang%20sudah%20ada
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anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata

yang ada dalam populasi tersebut.!

Dalam penelitian ini yang menjadi responden, ialah Masyarakat Desa

Tumbang Nusa. Jumlah responden ada 7 Orang, yaitu:

Tabel 1 : Data Responden

No. | Nama Alamat Umur Pekerjaan Lama
Tinggal
1 | Jhony JI. Trans | 39 Tahun Nelayan 30 Tahun
Ranan Kalimantan
Km. 26
2 | Indah Desa 22 Tahun Swasta Dari bulan
Purnama Tumbang (membantu Oktober
Nusa bibi berjualan) | 2020
3 | Amelia Desa 48 Tahun Swasta 35 Tahun
Tumbang
Nusa
4 | Eko Trans 47 Tahun Tentara 1 Tahun
Budiarto Kalimantan Nasional
Km. 33 Indonesia
(TN
5 | Febriyanti | Palangka 32 Tahun Fasilitator 1,5 Tahun
Raya
6 | Isah Desa 40 Tahun Swasta 30 Tahun
Tumbang
Nusa
7 | Brian JI. Trans | 17 Tahun Pelajar SMA | 15 Tahun
Kalimantan
Km. 30
Sumber: Data primer
I Anwar  Hidayat, Pengertian ~ Simple  Random  Sampling dan  Contoh,
https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html?amp=1, diakses

16 Desember 2020, Pukul Mengunduh 10.13



https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html?amp=1
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Pencarian Data tersebut dengan cara mendatangi rumah-rumah yang
berada di sekitar kawasan Desa Tumbang Nusa dan langsung
mewawancarai masyarakat tersebut.

b. Narasumber:

Nara sumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun
keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna
melengkapi data yang diperoleh dari responden.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber ada 2 orang, yaitu

Tabel 2 : Data Narasumber

Nama Jabatan
Lily Kepala Desa Tumbang Nusa
Jamiansyah Kepala Urusan Perencanaan Desa
Tumbang Nusa

Sumber: data primer
6. Analisis Data

1) Data Primer, berupa data kuantitatif (berupa : pendapat, keterangan atau
penjelasan dari responden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam
bentuk table, diagram atau grafik), dideskripsikan atau dipaparkan dengan
menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

2) Data Sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang
menjelaskan tentang data tersebut.

3) Data Primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan

memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi
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hukum. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu
analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan
dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian,
disharmonisasi, atau inkonsistensi.

4) Berdasarkan analiss data tersebut kemudian dilakukan penarikan

kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir deduktif.
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BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
terbatas/ terkendali harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal
ini ialah Bupati/Walikota dan dalam perizinan tersebut dibantu oleh Dinas
Lingkungan Hidup khususnya yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dan
pemerintah Desa Tumbang nusa dalam hal ini MPA dan MPAG. Dalam hal
pegawasan terhadap perizinan sudah berupaya semaksimal mungkin yaitu
dengan dilakukannya pengawasan oleh instansi/ pejabat yang berwenang berupa
sosialisasi dengan datang ke tempat yang ramai, ke rumah-rumah masyarakat,
bertemu dengan orang-orang di jalan, tidak hanya sosialisasi melaikan juga ada
seminar dengan menghadirkan tokoh masyarakat serta dilakukannya
pemasangan spanduk-spanduk di beberapa titik lokasi mengenai larangan
membakar lahan dan patroli gabungan yang dilakukan setiap memasuki musim
kemarau yaitu pada bulan Oktober sampai April.
B. Saran
Adapun beberapa saran yan ingin disampaikan oleh penulis agar dapat

menjadi masukan kepada :
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1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menerbitkan
Peraturan Gubernur tentang Pengendallian Kebakaran Lahan.

2. Pemerintah Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah, untuk terus meningkatkan Kkinerja dalam melakukan pengawasam
terhadap perizinan membakar lahan, serta mensosialisasikan kembali mengenai
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Kebakaran Lahan.

3. Masyarakat Desa Tumbang Nusa, untuk ikut membantu dan bekerjasama dengan
pemerintah setempat dalam mensukseskan kegiatan pengawasan terhadap

perizinan membakar lahan yang diadakan selam musim kemarau.
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